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DI KABUPATEN MELAW!

PENJABAT BUPATI MELAWL

tahwa guna menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan
[yasar © {Sembitan ) Tahun dalam upaya meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menennah
Pertama serta meningkatkan mutu dan efesicnst Sekolah
Menengah dipandang perlu untuk mengatur Pembukaan
Nelembagaan  Sekolah  Menengah  Pertama, © Sekolah
Menengah Atas dan  Sckolah Menenoah  Keiruan  di
Kabupaten Melawi; '

bahiwa perlu dibentuk Unmit Pelaksana Teknis Daerah
mengenai  pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah
Partama. Sckolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Cejuruan di Kabupaten Melawi; |

sahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada hgruf a dan
5> dipandang perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati;
Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Lindang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di Prepinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negare Tahun 2003, Nc nor

149, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4344) |
Undang-Undang Nomor 10 Tahon 2004 Tenianz

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nowww |53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomwar
4389Y,




*ndmg Nemor 33 Tahun 2004 Tentang
ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemenmh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 temang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah dubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Peadidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesm Nomor 3764); 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kawenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinst Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Razpublik Indonesia Nomor 395Z);

O

Peraturan  Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan Dan  Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200(1 Nomeor
4022y,

10, Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 i.Tcntang
Pembinaan  dan  Pengawasan  afas Penvelctwuaraan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lemh'\ran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomeor 5 Seri
A Nomor |, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) |

vy

’i‘ierﬁ-perhatikan :  Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 ahiln 2004
Tentang Susunan Organisasi dan tats kerja Perangkat Dderah dan
Sekratariat Dewarn-Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupates Melawa




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MENGENAI PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
‘\AENENGAI’ PERTAMA., SEKOLAH MENENGAH ATAS.

DAN SEKQLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATI‘\J
MELAWI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

bl
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Pendidikan MNasional;

Daerah adalah Kabupaten Melawi

Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah:

Bupati adalah Bupati Melawi

Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten Melawi;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudwaan

‘Kabupaten Melawi;

Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi
dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon 1V:

Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang mendnduki jabatan
fungsional;

Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yany
membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam jabatan
fungsional:

Sekolah Menengah Pertama adalah Jenjang Pendidikan Menengah
Pertama;

Sekolah Mcnengah atas adalah jenjang Pendidikan Menengah Atas;
Sekolah Menengah Kejurvan adalah jenjang Pendidikan Kejuruan;
Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit vang dibentuk oleh Dinas
Pendidikan sebagai Pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sckolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Angearan
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Melawi;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dengan proses pembelajaan acar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinva untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan
aklak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinva, masyarakat.
Bangsa dar Negara;

Pendidikan Menengah Pertama adalah  pendidikan  vang .
diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan Dasar:

Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan  adalah
Pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan Pendidikan i\imen"ah
Pertama;

Sistem  Pendidikan Nasional adalah  keseluruhan iompnnen
pendidikan yang salmg-t&kait secara Ierpmu unfite mencapai tujuan
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_but.m mencapal tujuan sebagaimana dirmaksid

Peserta Didik adalah anggota masvarakat vyang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat untuk menunjang

penyelenggaraan Kependidikan;

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sabagai

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur,

fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan tertentu: .

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar; ,

Evalusi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penquman dan

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen

pendididikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai

bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan:

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam

satuan pendidikan berdasarkan kriteria vang telah ditetapkan; -

Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan

dalam penyelenggaraan pendidikan vang meliputi tenaga

Kependidikan, Masyarakat, Dana, Sarana dan Prasarana;

Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri vang beranggotakan

berbagai unsur masyarakat vang peduli pendidikan: ‘

Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan

orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah sertz tokoh

masyarakat peduli Pendidikan; i

Siswa adalah peserta didik pada satuan pendldxi\an menenﬂah di jalur

Pendidikan Sekolah;

Orang tua adalah Ayah atau Ibu atau wali siswa;

Menteri adalah Menteri vang beﬁanumum‘mv'ﬂ) dah 1 bidang
Pendidikan Nasional.

BAB 1i :
TUJUAN '
Pasal 2 ‘
Pembukacn Kelembagaan  Sckolah Menengah Pertama) Sceholah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan:

a. Meningkatkan penampungan Lulusan  Sekolah dasar ©
(sembilan) Tahun guna meﬂmnuhi Pembangunan dan
Pengembangan bidang Pendidikan di Dasrai:

L= s

“

Pertama guna memenuhi Pembanwunan dan Pengembanegan
bidang Pendidikan di Daerah; "

b. Meringkatkan Penampungan lulusan Selkelah Meneraah

(v
-
o0

wota masyarakat dalam mengadakan hubunean timbal balik
i lingkungan sosia!l bud serta dapai
x“cllmnukan pendidikan pada jenjang vang lebih tingei

deringkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai

am avat (1) Pasal
ini penyelenggaraan pendidikan menengzh berpedoman pada tujuan
Pendidikan Nasional.



BAD Lt !

PENGELOLAAN

Pasal 3 :
| \
(1) Pengeloluan Pembukaan Sekolah sebagai bagian dari sistem

Pendidikan Nasional adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah

- melalui Kepala Dinas. |

: (2} Pimpinan Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sek slah dan
4 scorang atau lebih Wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebuiuhan.

(3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan fainnya dan
§ tenaga administrasi. |

j

(4) Susuran Oruanisasi, tugas dan wewenang Sekolah Menengah
ditetapken Pemerintah Daerah. !

|

Pasal 4

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan,
E 3 kurikulum,.buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta
pemeliharainnya pada Sekolah Menengah menjadi tanggungjawab
3 _ Pemerintah Daerah.

' Pasal 5
Kepala: Sekolah  bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas atas

b penyelenggarcan kegiatan Pendidikan, administrasi sekolah, pembifiaan
tenaga Kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarans.

BAB IV
KURIKLULUM
Pasal 6
(1} Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan

kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah
dalam rangka upaya mencapai tujuan pendiditan

-~
]
S

Isi kurikulum Pendidikan Menengah wajib meniuat bahan kajian dan
mata pelajaran tentang: -

a. Pendidikan Pancasila;

b. Pendidikan Agama,

¢.  Pendidikan Kewarganegaraan.

(3)  Kurikulum yang berlaku secara MNasionzl dii: tapkan oleh Menter

(4) Sekolah menengah dapat menjabarkan  dun  menambah  maa
pelajaran sesuai dengan keadaan linglkungan dan ciri khas sekolah
yang bersangkutan dengan tidak mengurangi  kuritkulum  vane
berlaku secara nasional. '

(5) Sekolah Menengah dapat menjabarkan dus mienambah bahan Kajtan

dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

A
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BAB V
SISWA

Pasal 7

Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama

seseorang harus:

a. Tamat pendic[ik*m Dasar;

b, Memiliki kemampuan yang diisyaratkan oleh sekolah Menengah
yang bersangkutan;

Untuk dapat diterima sebagai siswa Sekolah Menengah Atas dan

Sekolah Menengah Kejuruan seseorang Farus:

2. Tamat pendidikan menengah pertama atau vang sederajat,

b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Menengah
yang bersangkutan;

Pelaksanzan ketentuan sebagaimana dikmaksud dalam ayat (1) dan
(2) pasal ‘ni diatur oleh Menteri Pendidikan Nastonal melalui Dinas.

_ Pasal 8 :

Siswa mempunyai hak:

a. Mendapat periakuan sesuai dengan Dbakat, hikmah dan
kemampuannya;

b. Memperoleh pendidikan agama scsual dengan agama vang
dianvtnya;

c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar
Pendldxkfm berkelanjutan, baik  untuk mengembangkan
kemempuan diri maupun untuk mempemieh nencgakuan tingkat
pendidikan tertentu yang telah dibukukan ‘ :

d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, brasﬂ;\\rq atau bantuan lain

sesuni dengan persyaratan yang berlaku: i

Pindah ke Sekolah Menengah vang sejajar atau yang ﬁm,k'itm'a

lebil tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan etswa pada

Sekclah .A\_nenwah vang hendak dimasuki.

o

Siswa mempunyai k ewajiban:

a. Tkut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali
bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai
deagan peraturan yang beriaku; ‘

b. Mematuhi peraturan yang berlaku; ;

c. Menghormati tenaga Kependidikan;

d. Tkut memelihara sarana dan prasarana  serta kebersihan,

Le
s

(A | N 2 1 N e 53
Lkeiertiban  dan  keamanan  Szhkolan Vieneneah  vane

bersanghkutan.

i

Pelaksaiaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalom avat (1) dan (2
Pasal ini diatur oleh Dinas.

Daoal &
rasia v

Penilaian  Sckolah = Menengah - dilaksanskan  secara  bertahap,



tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurtkulum, guru
dan tenaga Pendidik lainnya, dan sekolah Menengah sebagai satu’
Lescluruhan dalam rangka pembinaan. pengembangan dan penentuan
akreditasi Sekolah Menengah yang bersangkutan ;

Pasal 10

(1) Penilaian pelaksanaan kurikulum  dilakukan untuk  meéngetabui
kesesuaian antara kurikulum Sekolah Menengah yang bersangkutan
dangan dasar. fungsi dan baik tujuan Pendidikan Nasional dengan
kemampuan slswa seria perkembangan masyarakat

(2) Penilaian tehadap guru dan temaga kependidikan dilakukan untuk
mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.

(3) Hasil peniluian sebagaimana yang dimaksud Avat (2) Pasal ini
digunakan vatuk:

a. Pembinzan dan pengembangan guru dan tenaga pendidikan
lainnya;

b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan
guru dan tenaga kependidikan lainnya. S

(4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud Avat (1), Ayat (2) dan
Ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas.

BARB Vil
PEMBIAY AAN

Pasal i1

(1) Dengan telah dilakukan Pembukaan Kelembagaan Sckolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
sebagaimane dimaksud Lampiran Peraturan Bupati ini. terhadap secala
biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana Sekolah menjadi beban
Pemerintal daerah dengan Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi
dan pendapatan Jain, baik dari Pemerintah Pusat maupun sumber lain
yang sah.

(2) Pembinaar sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini meliput.
a. Caji gury, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi:
b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana,
¢. Riaya perluasan dan pengembangan

BAB Viil
PENGAWASAN

(1) Pemerintan Daerah melalui Dinas dilakukan oengawasan terbadap
Sekolah dalam rangka pembinaan, pengavasan,  perbindungan
peningkatan mutu dan pelayanan Sekelal vang bersanghutan

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyzlengzaraan pendidikan dan
administrasi sekolah



(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Avat(2) Pasal i
dilakukan olch Pengawas Sekalah Menengah

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagimana dimaksud Ayat (1). Ayat (2) dan
Avat (3) Pasc! ini diatur oleh Kepala Dinas

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada
sebelum Peraturan Penjabat Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Penjabat Bupati ini masih tetap beriaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Lampiran Peraturan Penjabat Bupati ini merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati int. "_

" Pasal 15

Peraturan Penjabat  Bupati ini mulai berlaku _ sejak” tanggal
pengundangannya agar setiap oang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Melawi |
|
|
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ERATURAN PENJABAT BUPATI MELAWI |
0 27 TAHUN 2005 @
TANGGAL \# AeUSTUS 2005 ,
ENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS |
o DAERAH MENGENAT PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH"
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DI KABUPATEN MELAWI
.~ NAMA-NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MELAWI !
i
3] NAMA SEKOLAH KECAMATAN | ALAMAT KETERANGAN
bt 2 3 4 5
| SMP N 2 Elia Hilir Kec. Ella Hilir Desa Nanga Kalan Tahun Operasional 2002
| SMP N 3 Ella Hilir Kec. Ella Hilir Desa Nanga Nuak Tahun Operasional 2002
{1 SMP N 3 Belimbing Kec. Belimbing Desa Batu Nanta Tahun Operasional 200:
=1 SMP N 3 Menukung Kec. Menukung ‘Desa Pelatk Keruap T'ahun Operasional 200!
: | SMP N 5 Nanga Pinoh Kec. Nanga Pinoh Desa Poring " Tahun Qperasional 200!
- | SMP N 6 Nanga Pinoh Kec. Nanga Pinoh Desa Pintas Tahun O;Qerasional 200!
- | SMA N | Belimbing | Kec. Belimbing Desa Pemuar . Tahun Operasional 200!
| | SMK N | Sayan | Kec_Sayan [DesaSayan i Tahun Operasional 200:
s ABAT BUPATI MELAWL
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